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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah yang dirugikan
akibat skimming dapat menempuh beberapa tahapan. Langkah awal yang dapat
dilakukan nasabah adalah menyampaikan pengaduan secara internal kepada Unit
Pengaduan Nasabah yang disediakan oleh pihak bank. Jika penyelesaian di
tingkat internal tidak mencapai kesepakatan, maka nasabah berhak
melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Bentuk layanan
pertama yang dapat ditempuh adalah mediasi. Jika dalam proses mediasi tidak
mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu
melalui arbitrase. Jika proses mediasi dan arbitrase gagal, maka upaya terakhir
yang dapat di lakukan nasabah yang dirugikan akibat skimming adalah
mengajukan gugatan ke pengadilan.

Tanggung jawab bank jika nasabah mengalami kerugian akibat skimming
sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 tahun 2023 menetapkan bahwa
bank bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh
kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
di SJK.

B. SARAN
1. Bagi pihak bank

Bank diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan teknologi

informasi, khususnya pada mesin ATM dengan melakukan pembaruan
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perangkat lunak, memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi rutin
kepada nasabah tentang potensi modus kejahatan skimming. Bank juga
diharapkan lebih responsif dalam menangani pengaduan nasabah, termasuk
memberikan solusi yang adil dan tepat waktu terkait ganti rugi.
. Bagi nasabah

Nasabah diharapkan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai
konsumen jasa keuangan dan tidak ragu untuk melapor ke bank maupun
lembaga penyelesaian sengketa bila mengalami kerugian, khususnya
skimming. Nasabah juga diharapkan lebih berhati-hati sebelum melakukan
transaksi di ATM, seperti memeriksa kondisi fisik ATM dan rutin mengganti

PIN.
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